
BUPATI KEPULA_UAN SANG]HE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 313/180/TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMiBENTUKAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a。

b.

C.

bahwa agar pembentukan Peraturan Bupati dapat

dilaksanakan secara terencana dan sistematis, maka perlu

suatu program pembentukan Peraturan Bupati;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan

perencanaan penyusunan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurr-rf a- dan hurr-rf b, perlu menetapkan Kepntusan

Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati

Kepulauan Sangihe Tahun 2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daera-h Tingkat II di Suiawesi (Lemba--ran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
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Tan■bahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor

5234)sebagaiinana tclah bcberapa kali diubah terakhir

dengan Undang―Undang Nornor 13 Tahun 2022 tcntang

Pcrubahan Kcdua Atas IJndang― Undang Nolnor 12 Tahun

201l  tentang  Pelllbentukan  Peraturan  Pcrundang―

undangan (Lerllbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2022 Nornor 143, Tal■ lbahan Lel■lbaran Negara Republik

lndonesia Nornor 6801);

3.Undang― Undang  Nolinor  23  Tahun  2014  tcntang

Pernerintahan  Daerah  (Lel■ lbarain  Ncgara  Rcpublik

lndonesia Tahun 2014 1Nornor 244,Tan■bahan Lerrlbaran

Ncgara Republik lndonesia Nornor 5587)sebagairnana

telah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang―

Undang Nor1lor 6 Tahun  2023  tentang Penetapan

Pcraturan Pclnerintah Pcngganti lJndang― Undang iNornor 2

Tahun 2022 tentang iCipta Ketta incnjadi lJndang― Undang

(Lernbaran lNcgara Republik lndonesia Tahun 2023 1Nornor

41, Tarnbahan Lernbaran iNegara Republik lndonesia

Nolmor 6856);

4. Peraturan Pcrnerintah Nornor 59 Tahun 2014 tentang

Pcrubahan iNarna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud inenjadi lKabupatcn iKepulauan Sangihe di Provinsi

sulalwesi Utara (Lernbaran Negara Republik lndOnesia

Tahun 2014 Nornor 167, Tan■ bahan Lernbaran Ncgara

Republik lndonesia Nolllor 5557);

5.Peraturan 14CntCri Dalanl :Negeri Nornor 80 Tahun 2015

tentang Pelinbentukan PrOduk Hukunl Daerah (Berita

Ncgara Republik lndOneSia Tahun 2015 Nolnor 2036)

sebagairnana  tcla_h  diubah  dengan Peraturan Mcntcri

E)alan■ Negeri Noll■or 120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan

Atas Peraturan Mienteri lDalanl Negeri Nornor 80 Tahun

2015 tentang Pen■ bentukan PrOduk:Hukurn IDacrah(Berita

Negara RepulDlik lndOneSia Tahur1 20 18 Nolnor 157);(卜 ←″暉り



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Sangihe.

Keputusan

ditetapkan
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MEMUTUSKAN:

Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan

Sangihe Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

MT
Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 'L Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MI GARI

●

′
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KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMiOR 313/180/TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM  PEMiBENTUKAN  PERATURAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

PROGRANI PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

NO
PERANGKAT

DAERAH/UNIT KERJA
JUDUL RANPERBUP

Badan Perencanaan

serta Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1)

2)

3)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2A27;

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2026;

2 Badan Pengelolaan

Keuangan dan

Pendapatan Daerah

1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2026;

2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2027;

3) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2425;

+) Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah

Daerah;

5) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban

Subsidi;

6) Batas Minimal Kapitalisasi Aset;

7) Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah;

8) Batas Waktu Penyetoran Penerimaan;

9) Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan

Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban;

10) Kebijakan Fleksibilitas BLUD;



11) Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat;

I2l Jenis, Ukuran, Bentuk, dan Bahan Reklame

Nama Pengenal Usaha atau Profesi;

13) Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

1+) Masa Pajak, Tahun P4iak dan Bagian Tahun

Pajak;

15) Penetapan Tarif Retribusi;

16) Detail Rincian Objek atas Pelayanan yang

diberikan oleh BLUD;

LTI Detail Rincian Objek Retribusi;

18) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan

Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif;

19) Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan,

Pembebasan dan Penundaan Pembayaran;

20) Administrasi dan Tata Cara Pemberian

Kemudahan Perpqjakan Daerah;

2l) Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi;

22l' Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif;

23lr Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal; dan

24l' Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.
つ
0 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Daerah

1) Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung

Tahun Anggaran 2027; dan

2) Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pqjak

dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2O27.

4 Dinas Pemuda dan

Olahraga Daerah

Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga dan

Organisasi Olahraga Berprestasi di Daerah.
ヽ
） Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Daerah

Pelirnpahan Ker,venangan Pengelolaan dan Kuasa

Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan.

6 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Daerah

1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten

Layak Anak; dan

2) Penyelenggaraan Kampung Ramah Perempuan

dan Peduli Anak.



7 Dinas Lingkungan

Hidup Daerah

1ヽ
■
,

3)

4)

IくCb」akan  dan  Stratcgi  Dacrah  POngc101aan

Salmpah Rurnah Tangga dan salmpah Saenis

Sainpah iRurnah Tangga;

Pengurangan  Sarnpah  Runlah  Tangga  dan

Sampah S●enis Sampah Rumah Tangga;

PelakSanaan PengC101aan Sarnpah:Runlah Tangga

dan Sa_コnpah SQlienis Sanlpah iRunnah Tangga;dan

Dokurllen Rencana lnduk Persarnpahan.

2)

8 Inspektorat Daerah 1)

2)

PCtunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas lrnplenlentasi

SiStCFn Akuntabilitas Kinetta lnstansi Pcmerintah

Daerah;dan

PedOrrlan    PCnlantauan    Tindak    LanJut

RCk01inendaSi   HaSil   Pcrncriksaan   Aparat

PCngaWaSan lntcrn Peinerintah]Dacrah.

9 UPID Rumah Sakit

Umum Daerah Liun

Kendage Tahuna

1) Penetapan UPID Rumah Sakit Umum Daerah

Liun Kendage Tahuna Sebagai Badan Layanan

Umum Daerah;

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada UPID

Rurnah Sakit Umum Daerah Liun Kend.age

Tahuna;

Remunerasi pada UPTD Rumah Sakit Umum

Daerah Liun Kendage Tahuna

Standar Pelayanan Minimal pada UPID Rumah

Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna;

Penyusunan, Pengqjuan Penetapan, Perubahan

Rencana Belanja Anggaran BLUD pada UPTD

Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage

Tahuna;

Pelaksanaan Anggaran BLUD pada UmD Rumah

Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna;

Tata Cara Penghapusan Piutang pada UPTD

Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage

Tahuna; dan

2)

繊 ヽ
υ′

4)

5)

6)

7)
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8) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungal Anggaran

BLUD pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

Liun Kendage Tahuna.
'ln
I\/ Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola

Karier Pegawai Negeri Sipil

11 Bagian Tata

Pemerintahan Setda

1) Peta Batas Kampung 122 Kampung; dan

2\ Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan

Lindongan.

L2 Bagian Organisasi

Setda

1) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah; dan

2\ Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

13 Bagian Perekonomian

Setda

1) Seleksi Angota Dewan Pengawas dan Anggota

Direksi;

Pengadaan Barang dan Jasa;

Teknis Pelaksanaan Pemberhentian ;

Pelaksanaan Cuti;

Kerjasama;

Pinjaman; dan

Penugasan.

2l

3)

4l

s)

6)

7)

l4 Bagian Perencanaan

dan Keuangan Setda

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

15 Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Setda

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung
、ヽ

@-'

BUPATI KEPULAUAN SANGIHtr,

MI THUNGAff

ヽ

ヽ


